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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Kesadaran hukum masyarakat Desa Limehe barat masi sangat kurang berdsarkan 

hasil penelitian 48.5% yang tidak paham hukum, oleh karena itu masyarakat dituntut 

untuk berbenah diri agar lebih meningkatkan kesadaran hukum. pemerintah 

Kabupaten Gorontalo telah membuat peraturan daerah hal demikian tidaklain karena 

untuk menunjang terlaksananya Undang-Undang pajak bumi dan bangunan, akan 

tetapi hasil penelitian menunjukan masih adanya hambatan-hambatan yang ditemui 

dilapangan salah satunya adalah kesadaran, kita menyadari bahwa kesadaran adalah 

pribadi masing-masing tidak satupun yang bisa memaksakan karena konsep 

kesadaran adalah dari dalam diri sendiri walaupun demikian mengingat peran pajak 

yang sangat besar pentingnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 

pemerintah harus terus berupaya dan masyarakatnya juga harus berusaha untuk sama-

sama saling berpartisipasi dalam mewujudkan kesadaran hukum di Desa Limehe 

barat. Pemerintah sebagai penyelenggara pemungut pajak, baik itu melalui 

pemahaman awal tentang pentingnya membayar pajak, baik itu melalui sosialisasi, 

baik itu melalui media cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat dapat 

memahami pajak tersebut. Selain itu masyarakat juga dapat memahami dari 

pendekatan langsung oleh petugas pajak. Kedua cara ini cukup efektif untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan 

(PBB). Hal ini menunjukkan bahwa untuk menyadarkan masyarakat dalam membayar 
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PBB diperlukan langkah-langkah lebih persuasif lagi kepada wajib pajak. Cara-cara 

simpatik dalam sosialisasi merupakan wujud pelayanan prima terhadap masyarakat.  

2. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan 

masyarakat enggan membayar pajak bumi dan bangunan antara lain adalah substansi 

hukum oleh karena itu pemerintah di tuntut dengan tegas dalam pemberian sanksi 

hukum bagi para penunggak pajak sehingga dalam sistem ketegasan pemerintah 

benar-benar menjalankan hukum sesuai dengan tujuan hukum dan masyarakatpun 

dapat  menyadari bahwa hukum itu lahir bukan untuk di langgar melainkan hukum itu 

lahir karena untuk di taati dan dilaksanakan. Selanjutnya menyagkut pemberian 

sanksi oleh pemerintah desa Limehe Barat harus benar-benar serius dalam hal 

ketegasan agar supaya masyarakat akan merasakan efek hukum yang tidak di 

laksanakan berdasarkan sanksi hukum yang ada juga dalam hal budaya hukum 

pemerintah setidaknya dapat membangan budaya hukum yang baik di dalam 

kehidupan masyarakat sehingga dengan sendirinya masyarakat melaksanakan hukum 

tanpa dipaksa tapi karena atas dasar dari sebuah kesadaran. 

5.2 Saran 

1. Sebaiknya pemerintah desa lebih meningkatkan penyuluhan hukum di desa Limehe 

Barat mengingat masyarakatnya masi sebagian besar yang tidak memiliki kesadaran 

hukum. 

2. Pemerintah harus mampu membangun budaya hukum yang baik di tengah-tengah 

kehidupan masyarakat desa Limehe Barat agar supaya masyarakat dapat memaknai 

hukum itu sendiri sekaligus dapat menaati aturan tanpa ada intervensi dari manapun 
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dalam arti bahwa dengan sendirinya masyarakat patuh terhadap hukum tanpa ada 

paksaan. 

3. Sanksi yang diberlakukan bagi para penunggak-penunggak pajak sebaiknya harus 

lebih tegas lagi, agar nanti masyarakat merasakan sanksi hukum yang sebenarnya dan 

paling tidak itu mampu mendatangkan kesadaran bagi mereka.  

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi dari masyarakat, maka sangat 

dibutuhkan terobosan-terobosan baru dari aparat dan pemuka masyarakat untuk 

membantu mengatasi kendala keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan.  

5. Mengingat pentingnya peran pajak terhadap masyarakat, maka sebaiknya masyarakat 

mempunyai kesadaran yang tinggi dalam kewajibannya sebagai wajib pajak. 
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